PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya UndadgagrNomor 28 Tahun 2009 Tentang

Mengingat

D1,

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Peneralglan merupakan salah
satu jenis pajak kabupaten;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimarekslich pada huruf a di atas,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajakd&tegan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nio@i7 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentangbeatukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Repullikionesia Tahun 1953
Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran NegaraulitkpIndonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Riepatbonesia Nomor
1820);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 188itang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indoneslaufdl981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No21@9)3

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun7l18$htang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Repdibnesia Tahun 1997
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamésmor 3684);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun7li@dtang Penagihan

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Repuadlkesia Tahun 1997
Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia NB@686);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 4200entang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembldegara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaragarde Republik
Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 420@ntang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik ggilamahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiamadxo 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndaigsignNomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-UndangoN8th Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rlepumolonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repuldiniesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 420@ntang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat damerfPégah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noi#6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun92U@entang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rkplurigonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repuhblonesia Nomor
5049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentarigkddmaan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran NegahaurT 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentamgeR#aan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@5 2Blomor 140
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&it8)4

11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentanmbiRean dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lagmidagara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan LembaragardeRepublik
Indonesia Nomor 4593);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangb&gian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah DaerahinBradan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republilonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamésmor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2@86ang Jenis dan Bentuk
Produk Hukum Daerabh;

14.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Ndf#drahun 2007 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah R4l Nomor 32).

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat NamMorahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabup&béswaringin Barat
(Lembaran Daerah Tahun 2008, Nomor 14).

16.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat NalBofahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupatemawaringin Barat
(Lembaran Daerah Tahun 2008, Nomor 3).
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Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
dan
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat abasebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusareriptahan oleh

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomiudm@s pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistiam prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimakslainddndang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutngemgkat DPRD, adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsurepEgygara Pemerintahan
Daerah;

4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat;

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjdisyakat DPKD adalah
Dinas yang diberi kewenangan yang melaksanakan pguman Pajak Daerah;

6. Pejabat adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangaraia

7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, ladaatribusi wajib kepada

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badag bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatk@alan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah Isabeesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yamgpakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak metakuksaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komangenseroan lainnya, badan
usaha milik negara (BUMN), atau badan usahaikmdaerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kdcaserasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi maggaisasi sosial politik,
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk baalanyla termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
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9. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggiemaga listrik, baik yang
dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumbaer. lai

10.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yapgtdlikenakan Pajak.

11.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, mtlipembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempumglaidan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan pergsuchdangan perpajakan
daerah.

12.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan Haleatau jangka waktu lain
yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lamizgd)(bulan kalender, yang
menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitungayator, dan melaporkan
pajak yang terutang.

13.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya l)(d¢abun kalender,
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun bukugytak sama dengan
tahun kalender.

14.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dihagda suatu saat, dalam
Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam BagidwunTdajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undanganaapalaerah.

15.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mutaipdaghimpunan data
objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuaarbga pajak atau retribusi
yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak ratabusi kepada Waijib
Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan perayetga.

16.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjdisysgkat SPTPD, adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melegorpenghitungan
dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ataanbokjek pajak, dan/atau
harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan pamaperundang-undangan
perpajakan daerabh.

17.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya #sin@SPD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah didakdkngan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ks Kaerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnyagliat SKPD, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlatkgmdjak yang terutang.

19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selagjutisyngkat SPPT, adalah
surat yang digunakan untuk memberitahukan besaPg@k Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutandgkéfmsgib Pajak.

20.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yangnjsghya disingkat
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentllesarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekuranga@mbayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlafakpgyang masih harus
dibayar.

21.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambayemy selanjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajalgyaenentukan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

22.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanfutdisingkat SKPDN,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumdkiok pajak sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tideutang dan tidak ada
kredit pajak.
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23.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yangnjsefeya disingkat
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentykalah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebgabdari pada pajak yang
terutang atau seharusnya tidak terutang.

24.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya &ain§TPD, adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi adtratif berupa bunga
dan/atau denda.

25.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusag ynembetulkan

kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau keieglirdalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-uadapgrpajakan daerah
yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak amgrutSurat Ketetapan
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah KuraygrBSurat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat KetetBpgak Daerah Nihil,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surah@ad?ajak Daerah, Surat
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Kebherata

26.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusen kaberatan terhadap
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketet®agak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat KetetBagak Daerah Kurang
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah ibrat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan amuwmgutan oleh pihak
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

27.Putusan Banding adalah putusan badan peradilak pga banding terhadap
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wrgjbk.

28.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yangkdifakecara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang otelyarta, kewajiban,
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah hargalgt&an dan penyerahan
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusurralapgceuangan berupa
neraca dan laporan laba rugi untuk periode TahjakRersebut.

29.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghim@anmengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan sexdgektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk meggpgituhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atduk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundafagigan perpajakan
daerah dan retribusi daerah.

30.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dae@fan retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidituki mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuetnig tindak pidana di
bidang perpajakan daerah dan retribusi yang tergslta menemukan
tersangkanya.

BAB I1
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2
(1) Nama Pajak adalah Pajak Penerangan Jalan.

(2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaagatdéietiik, baik yang
dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari suntdie.
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(3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimadkpada ayat (2) meliputi
seluruh pembangkit listrik.

(4) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalangseimana dimaksud pada
ayat (2) adalah :

a.Penggunaan tenaga listrik oleh instansi PemeroiahPemerintah Daerah;

b.Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yaggnakan oleh
kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengamntasbal balik;

c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendmgdn kapasitas tertentu
yang tidak memerlukan izin dari instansi teknigaér

Pasal 3

(1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadiBadan yang dapat
menggunakan tenaga listrik.

(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribtali 8adan yang
menggunakan tenaga listrik.

(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumbaer, ld/ajib Pajak Penerangan
Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

BAB I11
DASAR PENGENAAN TARIF, PENGHITUNGAN
PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN

Pasal 4
(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalalwildienaga Listrik.
(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud @a@a (1) ditetapkan :

a.Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber l@anghan pembayaran, Nilai
Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biayaabéktap ditambah
dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihdalam rekening
listrik;

b.Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nildual Tenaga Listrik
dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkaggenaan listrik, jangka

waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listakg berlaku di wilayah
Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5
(1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesa(d€8aluh persen).

(2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain olehustrd pertambangan.
Minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak PenerangdanJditetapkan sebesar
3% (tiga persen).

(3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sentdnif, Pajak Penerangan Jalan
ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

(4) Tarif Pajak Penerangan Jalan Sebagaimana dimaledach cayat (1), ayat (2)
dan ayat (3) dapat ditinjau kembali paling lama&idaj tahun.
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Pasal 6

(1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terdilitgng dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasghb (1), ayat (2) dan
ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagainmaalesdd dalam Pasal 4.

(2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan merupakabes pendapatan
daerah yang di setor ke kas daerah.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK

Pasal 7

(1) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut thyati Kabupaten
Kotawaringin Barat.

(2) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1)(batan kalender.

BABV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN

Pasal 8
(1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.

(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang tegitberdasarkan surat
ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh WajilalPaerdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dsentkan penetapan
Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dakufasn yang
dipersamakan.

(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimalelal ayat (3) berupa
karcis dan nota perhitungan.

(5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan isedibayar dengan
menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 9

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saataegaya pajak, Bupati
dapat menerbitkan :

a. SKPDKB dalam hal :

1) berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan pajak yang
terutang tidak atau kurang dibayar;

2) SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jamghdu tertentu
dan setelah ditegur secara tertulis tidak disangpapada waktunya
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

3) kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yaegutang
dihitung secara jabatan.
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b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data ysegula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah yaakterutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besadsm@gan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak lagdit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDédBagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angkdik&nakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua pessdrjan dihitung dari pajak
yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangkatwalaling lama 24 (dua
puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangrayak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksirasiratif berupa kenaikan
sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekungrajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidenakan jika Wajib
Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindadeaneriksaan.

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagairdanaksud pada ayat
(1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administiaifupa kenaikan sebesar
25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambanksi administratif
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulanngjluitui pajak yang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu palingd&4 (dugpuluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 10

(1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yapgrsihmakan, SPTPD,
SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam|aagat (3) dan
ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengidamn penyampaian SKPD
atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDi&B, SKPDKBT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan(Byaliatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB VI
SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 11
(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibaya

b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan hagfaran sebagai
akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupada dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STBRgsémana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengakss administratif berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan unliunk fma 15 (lima belas)
bulan sejak saat terutangnya pajak.
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(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatsmpb pembayaran
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sel#%afdua persen) sebulan
dan ditagih melalui STPD.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran pdsmyetoran pajak
yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari &esgtelah saat terutangnya
pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tandgetimanya SPPT oleh
Wajib Pajak.

(2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Penibei Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yangehabikan jumlah pajak
yang harus dibayar bertambah merupakan dasar pamagiajak dan harus
dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satujabusejak tanggal
diterbitkan.

(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memepatsyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada bW&ajak untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dend@maklan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembaygsanyetoran, tempat
pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayarak paj@mgaimana
dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPBKPBDKBT, STPD,
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Kelperatan Putusan
Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wagial pada waktunya dapat
ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakatashekan peraturan
perundang-undangan.

BAB VIII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 14

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya keBagati atau pejabat
yang ditunjuk atas suatu:

a. SKPD;

b. SKPDKB,;
c. SKPDKBT,;
d. SKPDLB,;
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e. SKPDN; dan

f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga bendas ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasanésia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu pdéinta 3 (tiga) bulan sejak
tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungefaagaimana dimaksud
pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat m@mkkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaanal kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak tetl@mbayar paling sedikit
sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan ga@ibana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidaedndigap sebagai Surat Keberatan
sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikam Bigati atau pejabat
yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatalalui surat pos tercatat
sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 15

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua hebadan, sejak tanggal
Surat Keberatan diterima, harus memberi keputudas keberatan yang
diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa memeseluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajgksamang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada (@yatelah lewat dan
Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatany ydiajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

Pasal 16

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan bandingahkepada Pengadilan
Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannyaditetegpkan oleh Bupati.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada Byaliajukan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasanjglasgdalam jangka waktu
3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilamgaiinan dari surat keputusan
keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiieanbayar pajak
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal pearrBiitusan Banding.

Pasal 17

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan bandiabudkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan patilg lama 24 (dua
puluh empat) bulan.

- 220 -



(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat l(iturdj sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikedru sebagian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administratif berupa dendaesab50% (lima puluh
persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusaaré&&n dikurangi dengan
pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberat

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan bandagksi administratif
berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) setaga dimaksud pada
ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabubebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebe@@%l(seratus persen) dari
jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikuralggigan pembayaran
pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberat

BAB IX

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabataniBa@pati dapat
membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDRithu
SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahdis dan/atau
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapamtkei® tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Bupati dapat :

a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratiipa bunga,
denda, dan kenaikan pajak yang terutang menuratysan perundang-
undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi terdddenakan karena
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalaygnn

b. Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDK&DKBT
atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pejal dilaksanakan
atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara glaagtukan; dan

e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkamnimpangan
kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi terteljek pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengamangiau penghapusan
sanksi administratif dan pengurangan atau pemlimat&letetapan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengatuRe) Bupati.
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BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Wajib Pajalatagengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dek) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajbagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud gdd (2) telah dilampaui
dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, peomenrin pengembalian
pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLBshditerbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lgankelebihan pembayaran
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langspeghdungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagai dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 jddaulan sejak
diterbitkannya SKPDLB.

(6)Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajakudtan setelah lewat 2
(dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga seb2%a (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihabgyanan Pajak

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaraask B@bagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi akedarsa setelah
melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saaitangnya Pajak, kecuali
apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bgdperpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimademla ayat (1) tertangguh
apabila:
a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paltag,;

b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, lzigsung maupun tidak
langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan SueksB sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan digitsejak tanggal
penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagatimaaksud pada ayat (2)
huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya at&kgn masih
mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepadeerintah Daerah.
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(5)Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaigimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohomayswwran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajik.Paja

Pasal 21

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi kardrak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutangk Bagng sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudalukedsa diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 22

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk mengepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangkéaksanakan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atauargtdbkumen yang
menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubuniggan objek
Pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelamgaemeriksaan;
dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeaaiksgbagaimana dimaksud
ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peratuugati

BAB XlI
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 23

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepétdskpain segala sesuatu yang
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh WagijlalPdalam rangka jabatan
atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan ysarat perundang-
undangan perpajakan daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (Bkbeuga terhadap tenaga
ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalaefaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dindhisda ayat (1) dan ayat (2)
adalah:

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebalai atau saksi ahli dalam
sidang pengadilan;

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkarh dbeipati untuk
memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negaua instansi
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Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaaamddlidang
keuangan daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang neembin tertulis kepada
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dagatemtdi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterarmmgamperlihatkan bukti
tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pieaig ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilarardaperkara pidana atau
perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukcama Pidana dan
Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izinulisrtkepada pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenagaedidgaimana dimaksud
pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkakti tertulis dan
keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada(&ydtarus menyebutkan
nama tersangka atau nama tergugat, keterangan diarigta, serta kaitan
antara perkara pidana atau perdata yang bersangitetegan keterangan yang
diminta.

BAB XIlI1
PENYIDIKAN

Pasal 24

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingian Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukayigikan tindak pidana
di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimakasiathdUndang-Undang
Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (Iaklageejabat pegawai negeri
sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yal@ngkat oleh pejabat
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturamdgeg-undangan yang
berlaku.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud paddByadalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneli#érdegan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajaRaarah dan
Retribusi agar keterangan atau laporan tersebufaidebih lengkap dan
jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangang®nai orang pribadi

atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang didakskhubungan
dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari oranagir atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajdkaerah dan
Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain bagkerdengan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan Haldn pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan faemyterhadap bahan
bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka peft@esatugas penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan 5Reii
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g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseoramingualkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlgndannmemeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dipbaw

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan timi@&na perpajakan
Daerah dan Retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelaacgpenyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribssiaselengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beetahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannysalla Penuntut Umum
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik dndsia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukumra®Ba&lana.

BAB XIV
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

(1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan Diels Pengelolaan
keuangan Daerah.

(2) Pengawasan atas Peraturan daerah ini, dilaksaméddaTim yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menydmpalSPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atalampirkan keterangan
yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Dalajadit dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun ataangidlenda paling banyak 2
(dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atatakg dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampad®anhPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau mel&arpketerangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapatad@idengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana dpatilag banyak 4 (empat)
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kuraigagar.

Pasal 27

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidakintitt setelah melampaui
jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangmajak atau berakhirnya Masa
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Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atawkibenga Tahun Pajak yang
bersangkutan.

Pasal 28

Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibanniingga merugikan keuangan
Daerah diancam pidana kurungan paling lama 1 (¢atwn atau pidana denda
paling banyak 3 (tiga) kali jumlah pajak terutaragg tidak atau kurang dibayar.

Pasal 29

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk olehdlupang karena kealpaannya
tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaindémaksud dalam
Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengamai#larungan paling lama 2
(dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp A00M0 (empat juta
rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleha@ugang dengan sengaja tidak
memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyaaiolak dipenuhinya
kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam BR@2ahyat (1) dan ayat
(2) dipidana dengan pidana kurungan paling lamen@rQ) bulan dan pidana
denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepulufrjytiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimamaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang kenagpasiaannya dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada (ayatlan ayat (2) sesuai
dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingandirgeseorang atau Badan
selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindakgmd pengaduan.

Pasal 30

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pastdri?®asal 29 ayat (1) dan
ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka RaratDaerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 1998 tentang PaRdnerangan Jalan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tat@9® Nomor 1 Seri: A)

sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupatawaringin Barat

Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama etasif”an Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 1998 tentang PaRdnerangan Jalan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Ta&2Q08 Nomor 1 Seri: B)

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
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Pasal 32

Hal — hal lain yang belum diatur dalam PeraturaerBla ini akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangka

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanymelagngan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah pdtdu Kotawaringin
Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 8 Oktober 2010
Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
Cap/ttd.
AGUSTIN TERASNARANG

Diundangkan di Pangkalan Bun

pada tanggal 8 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
Cap/ttd.
Drs. A. RIDUANSYAH H, M.S

NIP. 19551010 197901 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2010 NOMOR?21.
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